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Abstrak
 

Indonesia mengalami pemerintahan otoriter selama 32 tahun. Berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998

meninggalkan permasalahan krusial terkait pelanggaran HAM berat. Tuntutan masyarakat terutama pihak

korban dan keluarganya terhadap peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat masih terus

disuarakan sampai saat ini. Guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut, Pemerintah bersama DPR

telah membentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya antara tahun 2002-2004 Pemerintah membentuk Pengadilan HAM ad-hoc yang tujuannya untuk

memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat kasus Timor Timur pasca jajak pendapat dan

kasus Tanjung Priok. Masyarakat terutama korban dan keluarganya belum merasakan jawaban atas hasil

Pengadilan HAM ad-hoc dimaksud berkenaan dengan tuntutan yang selama ini dilakukan. Hal ini karena

proses yudisial tersebut tidak memberikan nilai-nilai keadilan, dan tidak berpihak kepada korban.

Pendekatan yudisial hanya menyelesaikan aspek hukumnya saja, dan hanya berorientasi kepada pelaku.

Sementara pelanggaran HAM berat mengandung dimensi politik, psikologis, dan sosial yang sangat

kompleks, yang dialami oleh korban beserta keluarganya.

Sistem hukum Indonesia disamping mengenal penyelesaian sengketa secara yudisial, juga mengenal

alternatif penyelesaian sengketa secara non-yudisial. Salah satu pendekatan ekstrayudisial untuk

menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat yang dikenal oleh masyarakat internasional adalah

rekonsiliasi. Pendekatan rekonsiliasi meskipun tidak menjamin terwujudnya rasa keadilan bagi semua pihak,

akan tetapi lebih dari 20 negara yang sukses menerapkan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah

pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti Afrika Selatan (1995), Chili (1990-1992), Guatemala (1995),

Meksiko (1992), dan El Savador (1992-1994). Pemerintah bersama DPR melalui Undang-Undang Nomor

27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi membentuk lembaga rekonsiliasi yang diberi

nama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Belum lagi Komisi ini memilih dan menatapkan

anggotanya, UU KKR yang menjadi payung hukum pelaksanaan rekonsiliasi di Indonesia diuji materil

terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK menyatakan bahwa UU KKR tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian kelembagaan yang sudah terbentuk dengan sendirinya

dibubarkan, dan rekonsiliasi sebagai pendekatan ekstrayudisial belum pernah dilakukan di Indonesia.

Rekonsiliasi merupakan bagian tak terpisahkan dari penegakan hukum yang bersifat ekstrayudisial.

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya

semua komponen sistem hukum, yang terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu: substance, structure, dan legal

culture. Penulis memanfaatkan ketiga komponen tersebut sebagai kerangka kerja analisis untuk membahas

urgensi rekonsiliasi di Indonesia. Implementasinya dilakukan dengan membandingkan pengaturan,

mekanisme, dan praktik rekonsiliasi di Afrika Selatan dan Chili. Komponen substance, dipergunakan untuk

mengetahui apa urgensi pengaturan rekonsiliasi terkait dengan transitional justice, tanggung jawab dan
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kewajiban negara, serta politik hukum. Komponen structure, dipergunakan untuk mengetahui bagaimana

mekanisme rekonsiliasi terkait dengan bentuk, struktur, dan mandat kelembagaan yang diperlukan guna

mendukung rekonsiliasi. Komponen legal culture, dipergunakan untuk mengetahui bagaimana praktik

pengaturan dan mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia.

......Indonesia experienced authoritarian rule for 32 years. Orde Baru regime ended in 1988 left the crucial

issues related to serious human rights violations. Public, especially the victims and their families demanded

the Government to resolve the serious human rights violations in a fair and dignified. Finally, the

Government and the Parliament has established the Law No. 26 Year 2000 on Human Rights Court. The

Government has established a Human Rights Court ad-hoc which aim to examine and rule on cases of

serious human rights violations cases in East Timor after the referendum and the Tanjung Priok case

conducted between the years 2002-2004. Public, especially victims and their families, did not receive a fair

response to the human rights court ad-hoc. The judicial process did not give the value of justice, and not to

side with the victim. The judicial approach simply completing the legal aspects, and oriented to the

perpetrator. On the other hand, human rights violations contains aspects of political, psychological, and

social problems are complex. Indonesia imposed a judicial and extrajudicial approach in resolving a dispute.

The international community recognize reconciliation as alternative dispute resolution. Reconciliation in

principle does not guarantee justice, but nearly 20 countries in the world to apply this method to solve the

problem of serious human rights violations of the past, such as: South Africa (1995), Chile (1990-1992),

Guatemala (1995), Mexico (1992), and El Salvador (1992-1994).

Government and Parliament enacting Law No. 27 Year 2004 on the Truth and Reconciliation Commission.

This law established the Truth and Reconciliation Commission in Indonesia. Constitutional Court conduct a

judicial review Law No. 27 Year 2004 on the 1945 National Constitution. Decision of the Court stated that

the Law No. 27 Year 2004 does not have binding legal force. Thus, the institution that has been formed by

itself had been disbanded. Moreover, the reconciliation as extrajudicial approach has never been done in

Indonesia. Reconciliation is an integral part of law enforcement that is extrajudicial. Lawrence M.

Friedman's said that the success of law enforcement always requires three components functioning legal

system, namely substance, structure, and legal culture.

I use these three components as an analytical framework to discuss the urgency of reconciliation in

Indonesia. Its implementation is done by comparing the arrangements, mechanisms, and practices of

reconciliation in South Africa and Chile. Substance, is used to identify whether an urgency of reconciliation

arrangements associated with transitional justice, responsibility and state obligation, and legal politic.

Structure is utilized to identify the reconciliation mechanism related to the shape, structure, and institutional

mandate to reconciliation. Legal culture is employed to identify a practice of arrangements and mechanism

that inline to the demands of reconciliation in Indonesia.


